SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan di Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 23
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah
perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-
1/2003;




Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga
Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu;
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10.

L1,

12.

13

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di
Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 58);

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 91);

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Di
Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di
Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 23) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dihapus dan angka 4 diubah,
huruf b angka 2 diubah, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1
(satu) angka baru yaitu angka 2A, ayat (4) diubah dan ditambahkan 1
(satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 7

(1) Bagi Masyarakat Hukum Adat yakni pejabat adat dan warga

(2)

komunitas MHA yang melanggar akan dikenakan sanksi adat dan
Agama sesuai dengan realitas hukum adat yang berlaku di masing-
masing lingkungan MHA yang bersangkutan.

Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa:

a. Bagi perorangan:
1. teguran lisan atau teguran tertulis:
2. kerja sosial; dan
3. dihapus;
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denda administratif paling sedikit Rp. 10.000,- dan paling
banyak Rp. 50.000,-.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung
jawab tempat dan fasilitas umum:

1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
2. denda administratif:

a) usaha kecil paling sedikit Rp. 250.000,- dan paling
banyak Rp.1.000.000,-;

b) usaha sedang paling sedikit Rp. 1.000.000,- dan
paling banyak Rp. 1.500.000,-; dan

c) usaha besar paling sedikit Rp. 1.500.000,- dan
paling banyak Rp. 2.000.000,-.

2A. penanaman pohon sekitar kawasan pesisir pantai, hutan,
daerah aliran sungai dan gunung;

3. Penghentian sementara operasional usaha; dan
4. Pencabutan izin usaha.

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan
dengan kondisi di daerah masing-masing yang diatur lebih lanjut
dengan peraturan bupati dan/atau peraturan walikota.

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Kementerian /Lembaga
terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia,
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Satuan Gugus Tugas Provinsi.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(7) ayat (3) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
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(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib
disetor ke kas Daerah Kabupaten/Kota.

(3) dihapus.

3. Ketentuan BAB VII Pasal 10 dihapus.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Oktober 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL.D MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 25.

Dr. RQBERFEBKR/HAMMAR, SH., M. Hum., MM
EMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022




